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PENETAPAN
Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.TR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan
Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh :
PEMOHON I, NIK: 720XXX0000003, tempat tanggal lahir: Sidrap, 02
Oktober 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan
SMK, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi
Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik dengan alamt email

muhaXXXhrykareem@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK: 760XXX1000007, tempat tanggal lahir: Lomboro, 01
Januari 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan
Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan
Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamt email : muhaXXXrykareem@gmail.com, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il disebut sebagai para Pemohon,;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat permohonannya
tertanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tanjung Redeb Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.TR tanggal 2 Oktober 2024, dengan
dalil-dalil sebagai berikut :
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1. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
dengan tata cara agama Islam di Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan
Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 30 April 2021;

2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon I
berstatus perawan;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilaksanakan dengan
wali bernama Nanang Supardi (suami saudara kandung ibu Pemohon II),
kemudian suami saudara kandung ibu Pemohon Il berwakil kepada seorang
Penghulu Kampung yang bernama H. ljur yang mengucapkan ijab kabulnya,
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Hendra Safriawan dan
Dandi semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan
maskawin dibayar tunai berupa uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah);

4. Bahwa, antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan mahram,
dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada
pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon
tersebut;

5. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;

6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang
anak yang bernama ANAK, Berau 14 Februari 2022;

7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan
Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimatan Timur);

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan
nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah serta
kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang
ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar
Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cg. Majelis Hakim yang
menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:
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Primer
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon | (PEMOHON 1) dengan
Pemohon Il (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Kelurahan Gunung Tabur,
Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 30 April 2021,
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;
Subsider
Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon | dan Pemohon I
hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon |
dan Pemohon Il dengan adanya perubahan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Pemohon Il yang bernama Mardin tidak bisa
menghadiri pernikahan Pemohon | dan Il karena masih dalam keadaan
pandemi covid-19;

- Bahwa sebelum meksanakan akad nikah ayah kandung Pemohon II
melalui sambungan video call mewakilkan kepada Penghulu Kampung yang
bernama H. ljur untuk menikahkan Pemohon Il dengan Pemohon I;

- Bahwa yang menjadi wali nikah seharusnya adalah Nanang Supardi yang
merupakan saudara ipar ibu kandung Pemohon Il dan Hendri Safriawan;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahri Saputra dengan
NIK 7203080210000003 tanggal 16 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut
telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, cocok dengan aslinya,
diberi tanda P.1;

2.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursyakila dengan NIK:
7604114101000007 tanggal 16 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh
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Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut
telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, cocok dengan aslinya,
diberi tanda P.2;
3.  Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fahri Saputra, dengan Nomor:
6403050706210005 tanggal 16 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi
Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah
dinasegelen, cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4.  Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6403-LT-16022023-0025
yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal
16 Februari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah
dinasegelen, cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6403-LT-16022023-0025
yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal
16 Februari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah
dinasegelen, cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
B. Saksi :
1. SAKSI |, tempat dan tanggal lahir : Gunung Tabur, 8 Oktober 1970
1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, tempat kediaman di
Jalan Bujangga, Gang Tarap, RT 6, Kelurahan Sungai Bedungun,
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimatan
Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena
saksi adalah tante Pemohon II;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang
menikah secara agama Islam di Kelurahan Gunung Tabur,
Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 30 April
2021 dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon II dilaksanakan
dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon Il yakni Mardin
yang diwakilkan kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama
H. ljur melalui sambungan video call karena ayah kandung Pemohon
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Il berada di Sulawesi dan tidak bisa hadir karena saat itu dalam
keadaan pandemi covid 19 serta ada ijab kabulnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah Nanang Supardi dan Hendri Safriawan keduanya
merupakan laki-laki dan masing-masing telah dewasa,
- Bahwa maskawin pada pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka
dan Pemohon Il berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sudah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;
- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan
tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il dan sampai saat ini tidak ada pihak yang
keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai
dan Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
pengesahan nikah untuk pencatatan pernikahan Pemohon | dan
Pemohon II dan administrasi kependudukan lainnya;
2. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Redeb, 12 Mei 1981,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di
Jalan Bujangga, Gang Tarap, RT 6, Kelurahan Sungai Bedungun,
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimatan Timur,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena
saksi adalah rekan kerja Pemohon | selama 4 tahun;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang
menikah secara agama Islam di Kelurahan Gunung Tabuir,
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Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 30 April
2021 dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon II
karena saksi menjadi saksi pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilaksanakan
dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon Il yakni Mardin
yang diwakilkan kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama
H. ljur melalui sambungan video call karena menurut cerita Pemohon
I dan Pemohon Il ayah kandung Pemohon Il berada di Sulawesi dan
tidak bisa hadir karena saat itu dalam keadaan pandemi covid 19
serta ada ijab kabulnya;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah Nanang Supardi dan Hendri Safriawan keduanya
merupakan laki-laki dan masing-masing telah dewasa,

- Bahwa maskawin pada pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il
berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka
dan Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sudah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan
tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il dan sampai saat ini tidak ada pihak yang
keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa selama ini Pemohon | dan Pemohon 1l tidak pernah bercerai
dan Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
pengesahan nikah untuk pencatatan pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il dan administrasi kependudukan lainnya;
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Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menyampaikan kesimpulan yang
isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan nikah/
isbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang
yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasan Pasal
49 huruf (a) butir 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah
Kabupaten Berau (bukti P.1 dan P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142
Ayat (1) R.Bg perkara a quo termasuk dalam lingkup kewenangan relatif
Pengadilan Agama Tanjung Redeb, oleh karenanya pokok perkara dapat
diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang
berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon | sebagai suami
dan Pemohon Il sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi
Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai legal standing dalam
mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon
telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung
Redeb dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan
tentang status dan hubungan para Pemohon, dengan demikian maksud dari
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April
2006 telah terpenuhi;
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Pokok Perkara
Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
dengan tata cara agama Islam di Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan
Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 30 April 2021;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon I
berstatus perawan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilaksanakan dengan
wali nikah yakni ayah kandung Pemohon Il bernama Mardin kemudian
berwakil melalui sambungan video call kepada seorang Penghulu Kampung
yang bernama H. ljur yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan
oleh 2 (dua) orang saksi bernama Hendra Safriawan dan Nanang Supardi
semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin
dibayar tunai berupa uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa, antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan mahram,
dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada
pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon
tersebut;
5. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang
anak yang bernama Putri Aura Syafa binti Fahri Saputra, Berau 14 Februari
2022;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan
Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimatan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan
nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah serta

kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;
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Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il untuk menguatkan
dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta
saksi-saksi yaitu: SAKSI | dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang telah memenuhi syarat
formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal
1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il
merupakan penduduk Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang telah memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH
Perdata, membuktikan bahwa Pemohon | dan Pemohon 1l memiliki seorang
anak perempuan bernama Putri Aufa Syafa yang lahir di Berau pada tanggal 14
Februari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat biasa bukan akta, cocok
dengan aslinya, memberikan keterangan bahwa Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan dengan 2 orang saksi yang bernama Nang Supardi
dan Hendri Setiawan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon | dan
Pemohon II, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan
sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya,
sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171,
172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon | dan
Pemohon II, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan
sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya,
sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171,
172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon | dan
Pemohon Il telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan
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sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang
pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian
keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon | dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal
308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il dan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah
secara agama Islam di di Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung
Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 30 April 2021;

2. Bahwa dimana pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilaksanakan
dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernama Mardin kemudian
berwakil melalui sambungan video call kepada seorang Penghulu Kampung
yang bernama H. ljur dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama
Hendri Safriawan dan Nanang Supardi semuanya laki-laki dan masing-
masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa uang tunai
Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta adanya ijab dan kabul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Jejaka dan
Pemohon Il berstatus perawan;

4. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan
tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya
tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

6. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan
mereka,;
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Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :
Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim
memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, perkawinan yang dilakukan Pemohon | dan Pemohon II pada
tanggal tanggal 30 April 2021 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun
pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan
perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut
diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama
yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

a. Dalam kitab I'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Jae gl JJF&&JJ&JMJSJB\JA\}C@ ‘5\9:-43\}‘9
Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang
perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-

syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:
M S KL Alblad) A3 5108 U
Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal

tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

C. Dalam Kitab I'anah al-Thalibin jilid Il halaman 308 sebagai berikut :
awSxS aidro ol 81l ¢Si Jslall JWI 15| s,
Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa
dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga
sebaliknya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah

memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai
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halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan
untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum serta untuk melindungi
hak-hak dasar dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka
berdasarkan azas kemaslatan dan untuk kepentingan identitas hukum para
pihak dan keturunanya maka, maka petitum angka 2 (dua) Pemohon | dan
Pemohon Il dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim
memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa atas dikabulkannya petitum angka (2) tersebut di atas oleh Majelis
Hakim, dan juga didasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis
Hakim Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto
Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Ii;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Penetapan

MENETAPKAN
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon | (PEMOHON I) dengan Pemohon

I (PEMOHON Il) yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2021 di

Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau,

Provinsi Kalimantan Timur;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon II untuk mencatatkan

perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

4. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar

biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu

rupiah);
Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Fakhruzzaini,
S.H.l,, M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.l., dan
Jafar Shodiq, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut pada hari Selasa, 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal
26 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah diucapkan secara elektronik dengan disampaikan
kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh oleh Ketua Majelis
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para
Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Suhaimi, S.H. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon Il secara elektronik.

Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.H.l., M.H.l.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.l. Jafar Shodiq, S.H.l.
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Panitera Pengganti,

Suhaimi, S.H.
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan . Rp. 0,00
4. Biaya : Rp. 20.000,00
PNBP
panggilan
4. Biaya : Rp. 10.000,00
Redaksi
5. Biaya : Rp. 10.000,00
Meterai

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)
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